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								    				    BAB II HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI A.Beberapa Ketentuan Khusus dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan 43. Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh



43



Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, ( Malang : Bayu Media, 2005), halaman 398.
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 dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya 44. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan caracara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikatagorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam katagori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal ( hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal 45. Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain beriorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun
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Ibid., halaman 399. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, ( Bandung : Alumni, 2008), halaman 91. 45
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 kepentingan lembaga penelitian, dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri ialah berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak, berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam, diselenggarakan melalui peraturan hukum pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Jaksa, Hakim, Polisi dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang 46. Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk di luar kodifikasi, seperti tindak pidana korupsi 47. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama 48: 1. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur.Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri



46



Bambang Purnomo dalam Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 93. Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, ( Bandung : Alumni, 2008), halaman 101. 48 Ibid., halaman 102. 47
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 si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana. 2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian. 3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya. 4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian. 5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan. 6. Mengenai syarat subyektif ( keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir . Bidang-bidang yang diatur dalam hukum pembuktian tersebut tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan. Sehingga membentuk suatu sistem, yang disebut dengan sistem pembuktian. Inilah pengertian sistem pembuktian dalam arti luas. Namun, Sistem pembuktian dalam arti sempit, sebagaimana juga bisa disebut dengan teori pembuktian yang dalam doktrin hukum , seperti :
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 a) Teori tradisionil, teori ini dikemukakan oleh B.Bosch- Kemper yang meliputi Teori Negatif, Teori Positif dan Teori Bebas 49. Teori Negatif mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, dalam pasal 294 HIR ayat 1 tentang keharusan adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah. Teori Positif mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-Undang. Dan jika bukti minimal itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Seperti sistem negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk) secara terbatas yang menentukan standar bukti dalam membuktikan sesuatu in casu kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.



49



Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, ( Bandung : Mandar Maju, 2001), halaman 100.
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 Teori bebas ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP 50. b) Teori modern terdiri dari sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (Conviction Intime/Conviction Raisonce), Sistem keyakinan dengan alasan logis (Laconviction in Rainsonne), Sistem pembuktian menurut UndangUndang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie), Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh satu peraturan. Dalam perkembangan lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu “Conviction Intime dan Conviction Rainsonne”. Melalui sistem pembuktian “Conviction Intime” kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim di sini tampak timbul nuansa subyektifnya 51. Bias subyektifnya yaitu apabila pembuktian conviction intime menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil 50 51



Ibid., halaman 100. Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 245.



Universitas Sumatera Utara



 dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem ini sekalipun kesalahan terdakwa



sudah



cukup



terbukti,



pembuktian



yang



cukup



itu



dapat



dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya, walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang paling dominan/yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini 52. Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju sedikit daripada sistem yang keyakinan belaka, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju, karena dalam sistem ini dalam hal membentuk dan



52



Ibid., halaman 246.
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 menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis . Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang baik yang ada disebutkan dalam Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang. Dalam sistem ini, walaupun Undang–Undang menyebut dan menyediakan alatalat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang digunakannnya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas ( vrije bewijstheorie), karena dalam hal membentuk keyakinan hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut 53. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-
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Adami Chazawi, op.cit., halaman 26.
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 Undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah 54. Sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif, berdasarkan asumsi M.Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata bergantung kepada alatalat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah . Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa 55. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim, suatu 54 55



Lilik Mulyadi, op.cit. ,halaman 243. M. Yahya Harahap dalam Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 244.
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 kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinan. Hakim semata-mata



berdiri



tegak



pada



nilai



pembuktian



objektif



tanpa



mencampuradukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang obyektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya 56. Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negatif dan positif mana baik secara teoritis dan praktik sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie) sudah tidak pernah diterapkan lagi 57. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem berdasarkan keyakinan hakim. Dengan ini, substansi sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif tentulah melekat adanya unsur prosedural 56 57



Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 244. Ibid., halaman 245..
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 dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Undang-Undang dan terhadap alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara prosedural 58. Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi , disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang tertentu berlaku hukum



pembuktian



khusus



sebagai



perkecualiannya.



Adapun



hukum



penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 hal pokok: a.



Mengenai bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk membentuk alat bukti.( Pasal 26A Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001).



b.



Mengenai sistem pembebanan pembuktian.( Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001).



B. Bahan untuk Membentuk Alat Bukti Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa 59. Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Walaupun alat bukti petunjuk disebutkan pada urutan keempat, tidak berarti bahwa alat bukti ini ada pengaruhnya untuk merekonstruksi peristiwanya lebih rendah daripada alat-alat bukti pada urutan 58 59



Ibid., halaman 247. Hari Sasangka dan Lili Rosita,op.cit., halaman 11.



Universitas Sumatera Utara



 diatasnya. Dalam sistem pembuktian tidak mengenal kekuatan pembuktian yang didasarkan pada urutannya. Daya pengaruh atau kekuatan alat bukti pada pasal 184 ayat (1) itu sama, yang satu tidak lebih kuat daripada yang lain. Hal ini juga tercermin pada ketentuan tentang minimal pembuktian dalam pasal 183. Khususnya pada anak kalimat “ sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” menunjukkan pada kita bahwa nilai atau kekuatan daya pengaruh masing-masing alat bukti adalah sama. Dua alat bukti itu salah satunya bisa berupa petunjuk dan yang satunya berupa jenis lain. Misalnya, keterangan terdakwa atau keterangan saksi sudah cukup memenuhi syarat untuk dapat membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwalah pembuatnya. Ketentuan minimal pembuktian memerlukan keyakinan ini tidak dikenal dalam sistem pembuktian menurut hukum formil perdata. Itulah perbedaan sistem pembuktian dalam hukum formil pidana dengan hukum formil perdata. Keyakinan hakim tidak diperlukan dalam hukum acara perdata 60. Walaupun pada dasarnya daya pengaruh atau kekuatan dari masing-masing alat bukti adalah sama, namun bisa jadi penilaian hakim dalam menggunakan haknya yang berbeda. Hal ini disebabkan karena dalam menggunakan haknya untuk menilai alat-alat bukti, hakim bisa saja berada diantara sekian banyak alat bukti, baik dalam jenis yang berlainan maupun dalam jenis yang sama. Hal ini menyebabkan daya pengaruhnya dalam membentuk keyakinan hakim berbeda. Padahal, keyakinan itu sangat penting dalam usaha merekonstruksi peristiwa yang sedang ditangani.



60
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 Undang-Undang telah mendefinisikan bukti petunjuk ini sebagai “ perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” ( pasal 188 ayat 1). Oleh karena itu jika dirinci pengertian bukti petunjuk itu dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Ada perbuatan, kejadian, atau keadaan. 2. Ada persesuaian antara: a. Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang satu dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang lainya. b. Perbuatan, kejadian, atau keadaan itu dengan tindak pidana itu sendiri. 3. Dari persesuaian itu menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pembuatnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sifat bukti petunjuk ini berbeda dengan alat bukti lain yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bukti petunjuk tindak, perbuatan, keadaan, dan atau kejadian itu tidak berdiri sendiri, tetapi suatu bentukan atau konstruksi hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan dalam memeriksa perkara itu. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini tidak mungkin diperoleh dan digunakan sebelum menggunakan alatalat bukti lain. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan oleh penasihat hukum. Alat-alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat- surat, dan keterangan terdakwa( pasal 188



Universitas Sumatera Utara



 ayat2). Undang-Undang ini tidak menyebut alat bukti keterangan ahli, menganggap bahwa apabila alat bukti dianggap sebagai petunjuk hanya bisa diperoleh dari alat-alat bukti yang membuktikan tentang kejadian senyatanya, seperti saksi mengenai apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialaminya. Sedangkan keterangan ahli menerangkan segala sesuatu mengenai pendapat berdasarkan keahlian saja. Sesungguhnya alat bukti petunjuk ini dapat juga diperoleh dari penggunaan salah satu diantara alat-alat bukti yakni keterangan ahli, namun karena Undang-Undang hanya menentukan tiga alat bukti, maka dalam membangun bukti petunjuk hakim tidak dibenarkan menggunakan keterangan ahli dalam membangun alat bukti petunjuk. Oleh karena petunjuk ini dibangun oleh hakim, artinya sifat subyektifnya lebih menonjol, maka sebaiknya alat bukti tersebut tidak perlu digunakan apabila alat-alat bukti lain dianggap telah cukup, setidaknya telah memenuhi syarat minimal pembuktian 61. Dengan demikian, proses pada hakikatnya untuk mendapat kebenaran materil ( materieele waarheid) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan. Oleh karena itu, baik secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa 62. Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi , bahan itu dapat diperluas lagi. Pasal 26A Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 alat bukti lain dari pasal 188 ayat(2) KUHAP, yakni: 61 62
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 a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26A, secara formal tidak diragukan lagi bahwa informasi dan dokumen yang dimaksud pasal ini adalah sebagai alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 (tiga) alat bukti ; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2). Dalam rumusan pasal 26A huruf a disebut secara tegas “ alat bukti lain”. Artinya, kedudukan informasi dan dokumen adalah sebagai alat bukti yang sah sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dengan alasan itu, maka alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi sudah dapat dibentuk berdasarkan informasi dan dokumen saja, tanpa menggunakan alat bukti lain. Tentu saja, berdasarkan pasal 183 alat bukti petunjuk tidak boleh berdiri sendiri, artinya hanya satu-satunya alat bukti. Karena informasi dan dokumen yang dimaksud pasal 26A tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 183 KUHAP tersebut, fungsi dokumen dan informasi sebagai alat bukti hanya bernilai sebagai alat bukti untuk
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 membentuk alat bukti petunjuk saja, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain selain membentuk alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi dan dokumen, tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama dan bersesuaian, misalnya keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi tidak dari keterangan ahli. Keterangan ahli dapat dipergunakan sebagai bahan/bukti tambahan membentuk alat bukti petunjuk 63. Dalam hal membentuk keyakinan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti lain. Artinya, keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan bukti petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti yang dimaksud pasal 183. Keyakinan hakim sesungguhnya harus berpijak pada keadaan (objektif) dari isi setidak-tidaknya dua alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana in casu korupsi. Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya. Untuk membuktikan terjadinya, peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti dokumen tadi perlu ditambah dengan setidak-tidaknya satu alat bukti lain yang sah. Jika secara objektif telah terpenuhi syarat minimal bukti tersebut, barulah hakim dapat membentuk keyakinannya 64 . Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sistem pembuktian negatif berdasarkan Undang-Undang yang terbatas ( negatief wettelijk) yang tercermin dalam pasal 63 64
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 183 KUHAP, dalam hukum acara pidana korupsi telah diperluas sedemikian rupa, yang penerapannya telah memberi peluang yang amat besar pada subyektifitas hakim. Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26A dapatlah dimaklumi berdasarkan pertimbangan , yaitu: 1) Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah digolongkan pada tindak pidana yang luar biasa. Kriteria kejahatan luar biasa adalah meluas dan sukar pemberantasannya, persis korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk ini adalah salah satu upaya yang luar biasa tersebut. 2) Pembuktian kasus tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Untuk mengatasi kesulitan itu, selain dengan sistem beban pembuktian terbalik. Juga dengan upaya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk 65. Sesuai gradasinya, alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: 1. Alat bukti keterangan saksi. Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
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 pengetahuannya itu ( Pasal 1 angka 26). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ( Pasal 1 angka 27). Dari batasan UU tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapatlah ditarik 3 kesimpulan, yakni: a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan. b. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi. c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian 66. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal seperti hal kualitas
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 pribadi saksi, hal apa yang diterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan, syarat sumpah atau janji, dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain. Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai



alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan



tersebut diberikan di muka persidangan. Namun, bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan 67. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut supaya dihadapkan di persidangan ( pasal 159 ayat(2) KUHAP. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang didengar sebagai saksi ( pasal 1 angka 26), tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi “ kecuali ketentuan lain dalam Undang-Undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
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 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam Pasal 168 itulah yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan memberikan keterangannya di atas sumpah. Ada perkecualian dari orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam pasal 168 tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 169. Menurut pasal 169, orang-orang yang berkualitas dalam hubungan kekeluargaan



sebagaimana



disebutkan



pasal



168



dapat



memberikan



keterangannya apabila mereka yang berkedudukan dalam hubungan keluarga itu menghendaki untuk memberikan keterangan yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Biasanya dalam praktik saksi yang demikian diajukan oleh penasihat hukum, Kemudian hakim akan menanyakan relevansinya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Apabila menurut pertimbangan hakim cukup alasannya untuk dapat didengar keterangannya, maka hakim meminta kepastian kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa apakah mereka menyetujuinya. Keterangan saksi keluarga ini harus tidak di atas sumpah. Karena tidak di atas sumpah maka keterangan demikian nilai pembuktiannya sepenuhnya bergantung kepada
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 pertimbangan hakim. Artinya, hakim boleh menggunakannya dan boleh juga tidak 68. Selanjutnya, dalam praktik bahwa nilai pembuktian harus memenuhi syarat formal dan syarat materil yang mana syarat formalnya adalah bahwa keterangan saksi harus terlebih dahulu dengan mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji ( a solemn affirmation) menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ( Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (4) sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai memberi keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Pada asasnya, lafaz/ janji saksi adalah “ saya bersumpah/berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya”. Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain ( Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 171, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya balik kembali diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Sebab adanya pengecualian ini disebutkan bahwa “mengingat anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut
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Universitas Sumatera Utara



 psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja” 69. Syarat materilnya adalah menurut pasal 185 ayat (6), dikatakan dalam menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni : a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain. b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. c) Alasan yang mengkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu. d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya. Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta sesuatu yang pada umumnya dapat berpengaruh pada cara hidup dan kesusilaan. Seperti adat istiadat, martabat, kebiasaan, pergaulan dan lain-lain. Dapatlah dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk memberi penilaiannya 70. 2. Keterangan Ahli Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 69 70



Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 222. Martiman Prodjohamidjojo, op.cit., halaman 117.
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 pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28). Berdasarkan pasal ini bahwa ada 2 syarat dari keterangan ahli, ialah : a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya. b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa. Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu: 1) Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan ketentuan pasal 183 jo pasal 185 ayat 2, maka satusatunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana saksi keluarga menurut pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan saksi yang sakit ingatan. 2) Keterangan ahli harus di atas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika
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 ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan berdasarkan pasal 120 ayat 2. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli yang tertulis ini dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut visum et repertum (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (pasal 187 huruf c). Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan menjadi ahli yang menerangkan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya, seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat ( otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah. Dan ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Misalnya, ahli di bidang perakit bom yang menerangkan dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian khusus sering kali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli 71. Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHAP.
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 Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman dan atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian dibidang kunci, pertukangan dll. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya 72. Janganlah kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat dianggap sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu 73 . Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagi berikut : a) Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca indranya, sedangkan ahli memberi keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab akibat dalam suatu perbuatan terdakwa; b) Pada saksi dikenal adanya asas unus testis nullus testis yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli saja, hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain; 72 73



Ibid., halaman 67. A. Karim Nasution dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, op.cit., halaman 56.
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 c) Saksi dapat memberikan keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan lisan maupun tulisan; d) Hakim bebas menilai keterangan saksi dan hakim tidak wajib turut pada pendapat, kesimpulan dan saksi bilamana bertentangan dengan keyakinan hakim; e) Kedua alat bukti ialah saksi dan saksi ahli digunakan hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran sejati 74. Dalam Tindak Pidana Korupsi, keterangan ahli yang digunakan adalah pihak BPKP yang mana akan melakukan audit investigasi mengenai kerugian keuangan dan perekonomian negara sehingga pihak BPKP dapat memperkirakan kerugian keuangan dan perekonomian negara itu 75. Keterangan ahli dapat berupa BPKP, BPK, INSPEKTORAT, INSTANSI/ATASAN 76. 3. Surat Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat 77.
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Martiman Prodjohamidjojo, op.cit., halaman 122. Hasil wawancara langsung dengan Bapak Endri Prastiono, yang menjabat sebagai Kasat III/TIPIKOR POLDASU pada tanggal 26 Mei 2010. 76 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Arnold Sinambela, yang menjabat sebagai Penyidik di Sat III Reskrim POLDASU pada tanggal 27 Mei 2010. 77 Sudikno Mertokusumo dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, op.cit., halaman 62. 75
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 KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal, yakni pasal 184 dan secara khusus pasal 187. HIR juga demikian, secara khusus diatur dalam tiga pasal saja, yakni pasal 304,305,306. Walaupun hanya tiga pasal yang isinya hampir sama dengan pasal 187 KUHAP, dalam pasal 304 HIR, disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat pada umumnya dan surat-surat resmi dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, mengenai surat-surat pada umumnya ( maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi ( akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu; Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Surat lain
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 yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain 78. Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti, sedangkan dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Karena apa yang dicari dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran formil sudahlah cukup, seperti halnya nilai alat bukti akta otentik sebagai alat bukti yang sah, dapat lebih terjaminnya kebenaran dan tepatnya bentukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, sebagai syarat menjatuhkan pidana 79. Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna, tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun hakim yakin kebenaran dari akta otentik tersebut, karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan yakni: a. Adanya syarat minimal pembuktian. Satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan harus minimal 2 alat bukti ( pasal 184 jo 185 ayat 2);
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Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 237. Ibid., halaman 238.
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 b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal ( terjadi tindak pidana, terdakwa melakukannya,dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ( pasal 183) 80. Menurut pasal 187 surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti . Tiga surat yang harus dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah ( Pasal 187 huruf a,b,dan c), sedangkan surat yang keempat adalah surat di bawah tangan ( pasal 187 huruf d). Tiga jenis surat yang dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah : 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain 81.



80



Adami Chazawi, op.cit., halaman 69. Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, Praktik, ( Bandung: Alumni, 2008), halaman 91. 81
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 Adapun surat yang dimaksud huruf a adalah surat mengandung unsur-unsur yaitu dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah pejabat yang membuatnya, dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapannya, surat dalam bentuk resmi, isi suratnya adalah keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, yang disertai alasan yang jelas dan tegas dari keterangan dalam surat itu 82. Apabila ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Berarti sifat kesempurnaan formilnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP 83. 4. Petunjuk Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 82 83



Adami Chazawi, op.cit., halaman 70. M. Yahya Harahap dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, op.cit., halaman 74.
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 b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya. Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektifitasnya hakim lebih dominan. Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah : 1) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian; 2) Unsur kedua, ada dua persesuaian, ialah bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. 3) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan ( menjadi suatu tanda) dan menunjukkan adanya 2 ( dua) hal in casu kejadian, ialah menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkkan siapa pembuatnya.
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 4) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa 84. Alat bukti petunjuk ini diperlukan dalam hal apabila dari alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan terdakwa bersalah melakukannya. Hakim ini belum dapat membentuk keyakinan karena dua kemungkinan, yaitu : a) Kemungkinan pertama, belum memenuhi syarat minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Bisa saja ada dua atau tiga alat bukti, tetapi dua atau lebih alat bukti itu menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak mengenai suatu fakta yang membuktikan terjadinya tindak pidana dan atau terdakwa yang melakukannya. Misalnya, saksi korban menerangkan bahwa terdakwa memukul korban, tetapi terdakwa menyangkalnya. Satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ( penganiayaan) yang didakwakan ( pasal 185 ayat (2). Dalam hal ini hakim penting membentuk alat bukti petunjuk alat bukti petunjuk untuk memenuhi syarat minimal bukti menurut pasal 183. b) Kemungkinan kedua, bisa saja ada dua alat bukti yang menghasilkan fakta yang sama tentang suatu kejadian, perbuatan atau keadaan , tetapi dari dua alat bukti itu belum dapat meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan tidak meyakinkan hakim tentang terdakwa pembuatnya. Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa hakim untuk menjatuhkan pidana apabila dari beberapa alat bukti yang ada itu ia tidak yakin tentang terjadinya tindak



84



Adami Chazawi,op.cit., halaman 71.
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 pidana,



atau



terdakwa



bersalah



melakukannya.



Untuk



menambah



keyakinannya itu hakim dapat melakukan upaya misalnya, pemeriksaan setempat, hakim dapat membentuk alat bukti petunjuk dari dua alat bukti semula ditambah hasil pemeriksaan setempat atau sidang setempat tadi. Alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk yang mana terdapat dalam pasal 188 ayat (2) telah ditentukan secara limitatif, apalagi dengan menggunakan kata hanya, maka sudah pasti tidak diperkenankan hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam mebentuk alat bukti petunjuk. Sama halnya dengan barang bukti, yang juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk membentuk alat bukti petunjuk 85. 5. Keterangan terdakwa Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan gradasi kelima dari ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila diperbandingkan dari segi terminologinya,



dengan



pengakuan



terdakwa



(bekentennis)



sebagaimana



ketentuan pasal 295 jo pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa ( pasal 184 jo pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna daripada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut
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Adami Chazawi, op.cit., halaman 86.
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 kitab Undang-Undang hukum acara pidana tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi : a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya; c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dari keterangan pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Agar keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan dapat dinilai sebagai alat bukti sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya
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 dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat ialah mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah 86.Selain itu pula, secara teoritis keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (pasal 189 ayat (3), (4) KUHAP. Dalam praktik, semenjak era KUHAP yang tidak mengejar pengakuan terdakwa, pada tahap pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya ( pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap terdakwa ( pasal 166), terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya ( pasal 175 KUHAP ). Oleh karena itu, hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa ( pasal 158 KUHAP). Begitu juga sebaliknya, walaupun keterangan terdakwa berisikan pengakuan tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainya ( Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c, dan d KUHAP ) 87. C. Sistem Pembebanan Pembuktian Perkara Korupsi Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan memberlakukan pasal 183, khususnya bagi hakim dalam alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk
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Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, ( Jakarta : Sinar Gratifika, 2000), halaman 273. 87 Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 240.
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 menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan pasal 183. Ini merupakan ketentuan asas pokok atau fondasi hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik 88. Di dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, disamping membuat ketentuan pihak mana ( jaksa penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani untuk membuktikan, memuat pula berbagai ketentuan, antara lain 89: a) Tentang tindak pidana atau dalam hal mana berlakunya beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau penasihat hukum atau keduanya. Misalnya, beban pembuktian pada jaksa penuntut umum atau terdakwa dalam hal korupsi suap menerima gratifikasi, jika nilainya Rp.10 juta atau lebih ada pada terdakwa, dan bila kurang Rp.10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum ( Pasal 12B). b) Tentang kepentingan apa beban itu diberikan pada satu pihak. Seperti pada sistem terbalik, untuk membuktikan mengenai harta benda yang belum didakwakan, terdakwa wajib membuktikan bukan hasil korupsi, ditujukan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta yang belum didakwakan ( Pasal 38B). Berhasil atau tidaknya bergantung 88 89



Adami Chazawi, op.cit., halaman 110. Adami Chazawi, loc.cit.
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 kepada terdakwa membuktikan tentang sumber harta benda yang belum didakwakan tersebut. c) Walaupun hanya sedikit, hukum pembuktian khusus korupsi juga memuat tentang cara membuktikan. Seperti pada sistem pembuktian semi terbalik mengenai harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang didakwakan. Dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuktikan bahwa kenyataannya, kekayaan istri atau suami atau anaknya yang sesuai dengan sumber penghasilannya atau sumber tambahan kekayaan itu ( Pasal 37A ayat 2). Atau dalam hal terdakwa membuktian harta benda yang belum didakwakan adalah bukan hasil korupsi dilakukan dalam pembelaannya ( Pasal 38B ayat 4). d) Tentang akibat hukum dari apa yang diperoleh dari hasil pembuktian pihakpihak yang dibebani pembuktian. Seperti hakim akan menyatakan dakwaan sebagai tidak terbukti, dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik ( Pasal 37 ayat 2). Tentu diikuti dengan amar pembebasan (vrijspraak) terdakwa. Atau dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan bukan hasil korupsi, akibat hukumnya harta benda tersebut dianggap hasil korupsi dan hakim akan memutus barang tersebut dirampas untuk negara ( Pasal 38 ayat 2). Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37 , Pasal 37A, Pasal 38B.
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 Tiga sistem pembuktian dalam perkara korupsi adalah sistem pembebanan pembuktian biasa, sistem pembebanan pembuktian terbalik, sistem pembebanan pembuktian semi terbalik 90. 1. Sistem Pembebanan Pembuktian Biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa, maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta ( pasal 12B ayat 1 huruf b). Didalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP). Namun kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence). Oleh karena itulah penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan, Kecuali dalam tindak pidana korupsi, hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut ( dikenal dengan asas pembuktian terbalik). Tujuan hukum acara tidak lain untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran materiil. Untuk mewujudkan tujuan itu, para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-
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 alat bukti, sistem pembuktian, dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian dapat dianggap proses yang sangat penting dan menentukan, baik bagi penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya, serta hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan pula dari proses pembuktian dalam peradilan pidana, yang identik dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk menemukan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang 91. Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidak terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya 92. Sistem pembuktian dalam KUHAP ( Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981) bahwa hakim dalam penilaiannya tentang keterangan saksi terhadap alat-alat bukti lain, tidak boleh bertindak semena-mena, sehingga tujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan materiil menjadi kabur atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Penilaian hakim tersebut harus berdasarkan sistem atau teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka hakim berpedoman pada sistem atau teori pembuktian yang telah diatur oleh UndangUndang . Dalam ilmu pengetahuan hukum, pembuktian dikenal beberapa sistem
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 atau teori yang menjadi dasar atau pedoman bagi hakim yang mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang dimaukan dalam suatu perkara pidana tersebut. Pada Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik, yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi, bahwa gratifikasi yang di terimanya bukan merupakan suap 93.Perlu diingat bahwa tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian menurut pasal 37 tidak berlaku karena menurut pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal pasal 37 membebankan pembuktian pada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam pasal 37A maupun 38B, karena pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam pasal 37A maupun 38B tersebut 94 . Tentu saja ada perbedaan antara sistem pembebanan pembuktian biasa dengan sistem pembebanan pembuktian terbalik, walaupun bukan berupa perbedaan prinsip. Perbedaan itu terdapat dalam hal cara membuktikan dan alat-alat bukti yang dipergunakan. Sedangkan mengenai standar bukti pada dasarnya tetap mengacu pada pasal 183. Dalam sistem beban pembuktian biasa dan sistem pembuktian semi terbalik, mengenai apa yang harus dibuktikan jaksa penuntut
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 umum adalah sama, yakni sama- sama membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan 95. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut KUHAP tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian dalam pasal 183 KUHAP. Pada dasarnya alat bukti yang boleh dipergunakan dalam sistem pembebanan pembuktian semi terbalik sama dengan alat bukti yang dipergunakan dalam sistem beban pembuktian biasa, ialah sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP. Namun, ada yang berbeda mengenai dua hal, ialah mengenai bahan atau alat bukti yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan cara untuk memperkuat alat- alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hukum pidana korupsi, sistem beban pembuktian biasa berlaku dalam 3( tiga) hal : a) Jaksa membuktikan tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp.10 juta ( Pasal 12B ayat huruf b). Tidak dapat ditafsirkan lain lagi, baik pembebanan pembuktiannya maupun cara dan prosedurnya karena telah tegas, harus berdasarkan KUHAP. b) Jaksa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok, dalam hal terdakwa didakwa juga mengenai harta benda yang menggunakan sistem beban pembuktian semi terbalik. Pembuktian jaksa ini
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 dapat diperkuat dengan hasil pembuktian terdakwa yang tidak berhasil membuktikan tentang harta benda yang didakwakan bukan hasil dari korupsi. c) Jaksa membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan, yang mana dalam surat dakwaan tidak mendakwakan mengenai harta benda terdakwa 96. Jadi, dalam hukum pembuktian korupsi, pihak yang dibebani kewajiban membuktikan tindak pidana yang didakwakan, selain korupsi suap menerima gratifikasi Rp.10 juta atau lebih, selalu berada pada pihak jaksa penuntut umum. 2. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik. Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan b jo pasal 38, pasal 37 , pasal 37A, dan pasal 38B, yang mana ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum yaitu: a) Bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik ( pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a). b) Mengenai harta benda yang didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik ( pasal 37A ). c) Mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa (38B). 1. Hal yang Pertama. Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara
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 suap/gratifikasi (pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sistem ini adalah kebalikan dari asas presumion of innocence. Sistem terbalik ini hanya berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 huruf a. Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, disebut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni, dan terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubunganya dengan tindak pidana korupsi (pasal 38B). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik. Akibat hukum dari berhasil atau tidak terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi/tidak, melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. ataupun sebaliknya 97. Pembuktian terbalik maksudnya orang yang diperiksa harta bendanya oleh Pengadilan Tinggi wajib memberi keterangan secukupnya, bukan saja mengenai harta benda sendiri, tetapi juga mengenai harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan Pengadilan Tinggi. Orang yang diperiksa itu dapat disumpah untuk memperkuat keterangannya 98. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2001 dikatakan pengertian “ pembuktian terbalik yang bersifat
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 terbatas dan berimbang” . Kata-kata “ bersifat terbatas “ didalam memori Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang” mungkin lebih tepat sebanding dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda , sebagai output 99 . Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem akusator yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, norma ayat (2) yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian yang menunjukkan inti dari sistem pembebanan pembuktian terbalik, walaupun tidak tuntas dikarenakan pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurannya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan. Ketentuan Pasal
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 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari pasal ini harus dihubungkan dengan pasal 12B dan pasal 37A ayat (3) 100. Disebut terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak dasar yang dimiliki terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada. Sistem pembuktian ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu in casu jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Sistem pada hukum pidana formil umum ini tidak berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 37 yang jelas-jelas menganut sistem pembebanan pembuktian yang terbalik 101. Jika diteliti norma Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, maka isi rumusan ini mengandung arti, bahwa rumusan huruf a berhubungan erat dengan pasal 37. Artinya, ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a in casu ada pada terdakwa, objek penerapannya disebutkan dalam pasal 37. Sistem terbalik dalam pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih. Unsur-unsur tindak
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 pidana korupsi suap menerima gratifikasi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 102. Apabila dilihat dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1) huruf a dan b tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti ini dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat- syarat tertentu siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti ini hanya ada pada tindak pidana korupsi. Syarat ini merupakan penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah), untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh Undang-Undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana dalam KUHAP 103. Bahwa kedudukan jaksa penuntut umum dalam sistem pembebanan pembuktian terbalik, bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan 102 103
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 dan disodorkan kepada terdakwa. Dalam sidang kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari beban pembuktian terbalik 104. Jadi kesimpulannya adalah jaksa penuntut umum yang wajib menentukan lebih dahulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp. 10 juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi terdakwalah yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi 105. Sistem pembuktian terbalik menurut pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2,3,4,13,14,15,16 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 dan pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik sebagaimana dalam pasal 37A dan 38B. Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut 104 105
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 dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti 106 . Apabila dalam vonisnya hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka vonis tersebut harus diikuti dengan diktum putusan yang isinya pembebasan (vrijspraak) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) 107. Diputus bebas dari segala dakwaaan apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaakan tidak terbukti ( pasal 191 ayat 1 KUHAP) dan dijatuhkan pidana pelepasan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 191 ayat 2 KUHAP). Pengertian kalimat “tidak melakukan tindak pidana” dalam pasal 37 ayat (2) adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 191 ayat (1 dan 2) tersebut 108. Dalam hal ini sistem terbalik sangat menguntungkan terdakwa, karena hakim tidak perlu mempertimbangkan hasil pembuktian jaksa penuntut umum, atau hakim mengabaikan tentang hasil pembuktian jaksa penuntut umum. Akan tetapi, dalam hal apabila terdakwa atau penasehat hukum tidak dapat membuktikan tidak adanya salah satu diantara unsur-unsur tersebut, maka sistem beban pembuktian sangat menguntungkan jaksa penuntut umum 109. Bagaimanapun hasil pembuktian terdakwa atau penasehat hukum, yang menentukan pada akhirnya tetap pada kepala dan tangan hakim. Maksudnya, tidak
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 serta merta hasil pembuktian terdakwa yang menyatakan berhasil membukikan dengan sistem beban pembuktian terbalik diterima begitu saja. Hasil pembuktian terdakwa tetap akan dinilai melalui pertimbangan-pertimbangan hakim, apakah hasil pembuktian terdakwa mampu mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan bahwa tindak pidana yang dilakukan diyakini tidak terbukti sebagaimana hasil pembuktian terdakwa tersebut. Hal ini dikaitkan dengan pasal 37 ayat 2 yaitu yang menentukan bahwa terdakwa dapat membuktikan dan tidak dapat membuktikan, adalah hakim 110. 2. Hal yang Kedua. Disebut dengan sistem semi terbalik, karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkkan berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik 111. Dalam hal ini bahwa kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 37A, yang selengkapnya adalah : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. 110 111
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 Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ternyata mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatan membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2,3,4,13,14,15 dan 16 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 dan pasal 5,6,7,8,9,10,11,dan 12 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian yang demikian disebut sistem pembebanan pembuktian semi terbalik 112. Objek yang dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Caranya ialah membuktikan adanya keseimbangan antara harta bendanya dengan sumber penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. 112
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 Objek yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok yang in casu semua unsur-unsurnya. Jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan, dan dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa bersalah karena melakukannya 113. 3. Hal yang Ketiga. Sedangkan hal yang ketiga mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 2,3,4,13,14,15,dan 16 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 atau pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Dalam hal demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari hasil korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara ( pasal 38B ayat 2). Dalam hal ini tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti ketentuan pasal 37A ayat 3 114. Untuk harta benda yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan tidak menyangkut langsung dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan. Artinya sistem terbalik untuk objek yang kedua ini bukan untuk membuktikan kesalahan 113 114



Adami Chazawi, loc.cit. Ibid., halaman 410.
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 terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bagi terdakwa ditujukan untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar dijatuhkannya pidana perampasan atas barang tersebut. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada Hakim. Dengan pertimbangan peri kemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa 115.Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok ( pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok, serta dapat diulangi dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38B ayat 4 dan 5). Menurut pasal 38C Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Dasar pemikiran ketentuan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi 116.
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Darwan Prinst, op.cit., halaman 119. Ibid., halaman 120.
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 Sistem pembebanan pembuktian ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa dalam hukum pidana korupsi kita. Walaupun prinsip dasar sistem pembuktian tindak pidana korupsi tetap berpegang pada sistem negatif menurut Undang-Undang yang terbatas (negatief wettelijk), khususnya dalam hal membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan pidana yang tercermin dalam pasal 183 KUHAP. Berdasarkan sistem pembebanan pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, maka pelaku Undang-Undang menggambarkan, atau membayangkan sebagai berikut 117 : a. Sikap Terdakwa Dalam menggunakan hak terdakwa ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, ia berkewajiban untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya, atau suaminya ( jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Syarat pertama ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa penuntut umum wajib membuktikan telah dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Syarat kedua ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul/perolehan hak atau asal usul/pelepasan hak atas harta
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Martiman Prodjohamidjojo,op.cit., halaman 110.
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 bendanya pribadi, anak istrinya, ataupun orang lain atau korporasi yang diduga berkaitan dengan delik korupsi tersebut. b. Sikap Penuntut Umum Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Dan bagi penuntut umum, ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya sesuai dengan teori negatif menurut Undang-Undang adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan perbuatan. c. Sikap Hakim Terhadap keterangan terdakwa itu, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja, jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu, dipakai sebagai hal yang menguntungkan baginya, jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain keterangan itu merugikan kedudukan terdakwa. d. Perhatian bagi Penegak Hukum



Universitas Sumatera Utara



 Perlu diperhatikan dalam menerapkan teori negatif menurut Undang-Undang, terdapat dua hal yang merupakan syarat ialah wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-Undang saja belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim. Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat).
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